BAB I1
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah rencana dana tahunan daerah dimana dalam pembahasan
nya disetujui oleh DPRD dan kemudian disahkan sebagi kebijakan daerah
(Nordiawan, 2017:39). Anggaran ada kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh dimana setiap
daerah yang mempunyai anggaran tinggi akan mengurangi ketergantungan dengan

pemerintah pusat.
Menurut Halim (2017:230) menyebutkan bahwa APBD yaitu:

“Sebagai alat peraturan APBD yang digunakan untuk menentukan besaran
dana pendapatan dan dana pengeluaran daerah. Dana alokasi khusus yang
berasal dari APBN, dana untuk mendanai khusus urusan daerah sesuai
program nasional. Salah satu alat untuk melihat kinerja keuangan
pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis terhadap APBD
yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.”

Menurut Badrudin (2017:97) menyebutkan bahwa APBD vyaitu:

“APBD adalah suatu rancangan kerja pemerintah daerah yang mencakup
seluruh penerimaan dan pendapatan atau pengeluaran pemerintah daerah
dalam rangka sasaran untuk pembangunan dalam waktu tiap tahun dan

disetujui oleh DPRD dalam peraturan daerah.”



Pengertian APBD menurut Mardiasmo (2016:103) sebagai berikut:

“APBD adalam instrument peraturan yang utama bagi pemerintah daerah.
Selanjutnya anggaran daerah juga digunakan alat untuk menentukan
besaran pendapatan membantu pengambilan keputusan dan rancangan

pembangunan.’

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat penting bagi setiap daerah untuk
mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan dan memaksimalkan dana
dalam periode tertentu dari keseluruhan daerah dan merupakan sebagai alat ukur

Kinerja.

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD)

Menurut Siswanto dan Rahayu (2016:204) ada tiga komponen faktor yang

mempengaruhi APBD sebagai berikut:

“Ada tiga komponen APBD vyaitu belanja daerah, pendapatan daerah dan
pembiayaan daerah, dari tida komponen ini bisa mengukur keberhasilan
suatu daerah dalam pendapatan suatu daerah, jika ketiganya diolah secara
baik maka akan berdampak baik bagi perekonomian suatu daerah.”

Menurut Mardiasmo (2017:100) ada enam komponen faktor yang
mempengaruhi APBD sebagai berikut:

1) Bagi hasil pajak

2) Bantuan Pusat (APBN)

3) Pinjaman Daerah

4) Sisa lebih anggaran

5) Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sedangkan menurut Atyanto Mahayanto (2014:9) menyebutkan bahwa ada

tiga faktor yang mempengaruhi APBD sebagai berikut:

1) Dana Alokasi Khusus (DAK)
2) Dana Alokasi Umum (DAU)
3) Anggaran Pendapatan
Dari faktor-faktor diatas maka APBD dapat dikatakan sebagai sumber
pendapatan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di
daerah. Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan tanpa adanya

anggaran.

2.1.1.3 Manfaat dan Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Ahmad Yani (2015:122) APBD mempunyai beberapa fungsi

utama, yaitu:

1) Sebagai alat kebijakan dan pengendalian
2) Sebagai alat untuk mendanai suatu program di suatu daerah dan mengolah
pendapatan suatu daerah
3) Sebagai alat rancangan suatu daerah
2.1.1.4 Menghitung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2017:235) alat mengukur seberapa besar kemampuan
daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun

sebaga berikut:

1. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah
Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan



palayanan kepada mayarakat yang telah membayar pajak dan retrebusi

sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Rasio kemandirian = PAD
Bantuan Pemerintah Pusat

Menurut (Mardiasmo, 2017:69) kriteria kemandirian.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan

Kreteria kemandirian

keuangan %

Kemandirian
Rendah sekali 0%-
25%

Rendah 25% -
50%

Sedang 50% -
75%

Tinggi 75% -

100%

2. Menghitung Rasio efektifitas dan efisiensi APBD

Rasio efektifitas menjelaskan kemampuan setiap daerah dalam
merealisasikankan penerimaan daerah dari rencana jangka pendek maupun
Panjang dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

Rasio Efektifitas = Pendapatan Asli Daerah

Target Penerimaan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah

Kriteria kinerja keuangan yang efektif menurut Medi (2017) adalah :

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Kriteria
%

Efektifitas




Sangat Efektif Keatas
100%
Cukup Efektif 90% -
100%
Kurang Efektif 80%-
90%
Tidak Efektif 60%-
80%

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan mengukur antara
besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang
diterima.

Menghitung Rasio Aktifitas
Rasio ini  menjelaskan  bagaimana pemerintah  daerah

memprioritaskan dananya untuk pembangunan secara optimal.

Rasio Belaja Rutin terhadap APBD = Total Belanja Rutin
Total Belanja

Menurut (Mardiasmo, 2017:65) Kriteria tingkat belanja rutin dapat dinilai
sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Tingkat Belanja Rutin

Kriteria %
Tingkat Belanja Rutin
Baik Dibawah 40%
Cukup Baik 40% - 80%
Kurang Baik 80% - 100%

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD = Total Belanja Pembangunan
Total Belanja




Dari penjelasan di atas maka penenilitian melakukan perhitungan
rasio dengan kemandirian keuangan daerah. Analisis rasio keuangan APBD
dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode
dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui

bagaimana kecenderungan yang terjadi.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian menurut Baldric (2017:23) yaitu:

“Pendapatan asli daerah yang disebut PAD adalah penerimaan yang
diterima daerah dari sumber-sumber wilayah nya sendiri yang dipungut
berdasarkan kebijakan daerah sesuai dengan perundang-undangan berlaku,.
Sektor pendapatan memegang peran penting, karena melaui PAD dapat
dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah
jangka pendek maupun jangka Panjang.”

Menurut Carunia (2017:119) yaitu:

“Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari
sumber-sumber dari wilayahnya sendiri, maka semakin tinggi pendapatan
dalam struktur keuangan daerah, semakin tinggi pula kemampuan keuangan
yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan
daerah nya.”

Menurut Indra Halim (2016:96) yaitu:

“(PAD) adalah semua penerimaan yang didapat dari sumber-sumber dalam
daerah sendiri yang dipungut berdasarkan kebijakan daerah sesuai dengan
perundang-undangan yang ditetapkan. Sebarapa besar PAD akan
menunjukan sebarapa besar pendapatan suatu kabupaten/kota.

Kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah
otonom. Kemandirian daerah otonom diukur melalui seberapa besar peranan PAD

dalam membiayai pengeluaran daerah, khususnya belanja rutin daerah. Semakin



besar kontribusi PAD dalam APBD maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat
kemandirian daerah sehingga ketergantungan dana dari pemerintah pusat semakin
kecil begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD
semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD
merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran

daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas maka PAD yaitu sangat mempengaruhi
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semakin besar PAD yang dimiliki
dapat menciptakan pembangunan daerah dan meningkatkan sarana prasana untuk

meningkatkan produktivitas perekonomian.
2.1.2.1 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Purnomo (2017:25) indicator PAD vyaitu:

“Indikator PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Peran
Pendapatan sebagai sumber pendanaan pembangunan derah. Perolehan

Pendapatan setiap tahun PAD tidak menentu sehingga efek nya pada APBD.”

Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam

pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan:

PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah.




Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut Adisasmita (2016:101)

sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah

Hasil retribusi daerah

Hasil pajak daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut Bastian (2017:203)

sebagai berikut:

1)

2)
3)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari
Laba Perusahaan Daerah (PLPD)

Sumbangan dari pemerintah

Retribusi Daerah (RD)

Berdasarkan pernyataan diatas maka PAD sebagai dana hak daerah yang diakui

penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, maka PAD sangat mempengaruhi APBD.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK menurut Halim (2017:150) yaitu:

“Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional. Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus
mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Adisasmita (2016:100)
yaitu:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan
Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Bahar (2017:156) yaitu:



“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu
atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Yang dimaksung
daerah tertentu adalah alokasi DAK. Dengan demikian tidak semua daerah
mendapatkannya. Pemerintah menetapkan tiga kriteria bagi suatu daerah
agar mendapatkan DAK, yaitu kriteria umum, Kkriteria khusus, dan Kriteria
teknis”.

Berdasarkarn definisi diatas Dana Alokasi Khusus adalah dana yang
diutamakan dan pisahkan dengan dana alokasi umum karena tujuan utama untuk
mendanai kegiatan khusus sepertia membiayai kebutuhan sarana dan prasarana atau

biaya tentan pendidikan.
2.1.3.1 Indikator Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang dialokasikan oleh
pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke
Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan

urusan daerah dan juga prioritas nasional.
Indiaktor menurut Halim (2017:145) yaitu:

“Daerah penerima DAK wajib meyediakan dana pendamping untuk
mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang
diterimanya. Optimalisasi penggunaan DAK dilakukan untuk kegiatan-
kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis
yang ditetapkan. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun
anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK untuk mendanai
kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran sebelumnya dan/atau
tahun anggaran berjalan.”

Indikator menurut Darise (2017:150) sebagai berikut:

1) Penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah



2) Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi khusus.
Dari pernyataan diatas maka DAK dapat dikatakan sebagai dana yang

dikhususkan untuk pendidikan, pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana.
APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu dan

mendanai.

1.3 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang didapatkan
pendapatan langsung dari masyarakat seperti retribusi, pajak dan lain
sebagainya. Pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiyai
sarana dan prasarana publik serta infrastruktur yang baik (Budiarti, 2017:76).
Pengelolaan keuangan daerah tertentu dapat tercermin dari Anggaran
Pemerintah Daerah (APBD) yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat
digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan peraturan untuk pembangunan

daerah pemerintah daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan kemampuan
daerah yang mengolah dari sumber-sumber dana untuk membiayai suatu

program maupun pembangunan.

. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang terus

menerus dipacu untuk pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam kebijakan



daerah ini dituntut untuk kemandirian pemerintah daerah dan pelayanan kepada

masyarakat (Darise, 2017:40).

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan
daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program
pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan
taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat (Puspita Sari, 20015:58). Kemampuan Pemerintah
Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Jadi, PAD

berpengaruh terhadap APBD.

Teori-teori tersebut didukung oleh Penelitian Ardhani (2017) yang berjudul
Pengaruh DAU, PAD, dan DAK terhadap Pengalokasian APBD, yang
menyebutkan bahwa pertumbuhan PAD secara terus-menerus berpengaruh
positif signifikan terhadap APBD, hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi
PAD maka semakin tinggi juga APBD setiap daerah. Sehingga hal ini akan

mempengaruhi Kinerja daerah.

Rahmawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul ‘“Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
Alokasi Belanja Daerah” menyimpulkan bahwa PAD dan DAU sama-sama

berpengaruh terhadap belanja daerah. Peneliti berasumsi bahwa daerah yang



memiliki PAD dan DAU vyang tinggi akan cenderung akan melakukan

pengeluaran untuk mengalokasikan belanja daerah yang tinggi pula.

Budiarti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja
Daerah” (studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)
menyimpulkan bahwa PAD dan DAU sama-sama berpengaruh terhadap belanja
daerah. Namun dengan PAD yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya,

tetapi PAD belum mampu untuk membiayai semua komponen belanja daerah.

Ketidakmampuan PAD disebabkan oleh masih kurangnya pengelolaan
sumber daya atau kekayaan yang menjadi komponen PAD yang ada di daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berusaha mengoptimalkan
penerimaan PAD untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sedangkan
dengan besarnya jumlah DAU mengakibatkan jumlah belanja daerah cenderung

semakin meningkat.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan para ahli diatas,
maka dapat disimpulkan semakin banyak PAD yang didapat semakin
memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri

tanpa harus bergantu pada pemerintah pusat.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus

di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas



nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk

mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 20017:137-138).

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.Angka DAK didapatkan dari laporan APBD. Kemampuan daerah untuk
menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada
kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk
kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk

pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kotatertentu dengan tujuan untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional Erlina (2012).

Teori-teori tersebut didukung oleh peneltian yang dilakukann oleh
Suparwati (2017) yang berjudul Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus
Untuk meningkatkan kan APBD, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi

Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD.

PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah
daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu

diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai



penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada

perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2017).

Soeratno (20015-2017) memperoleh hasil yaitu bahwa secara simultan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) berimplikasi secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini
berarti semakin besar pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus sebagai sumber penerimaan daerah maka semakin besar dana

yang dikeluarkan untuk belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Barat. K

Berdasarkan teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini, maka terbentuk
kerangka pemikiran mengenai tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Rahmawati (2017)

Pendapatan Asli Daerah Budiarti (2014)
(PAD) (X1) Ardhani (2017)

Baldric (2017:23)

Carunia (2017:119)

Anggaran Pendapatan

Indra Halim (2016:96) Belanja Daerah (Y)

Nordiawan, (2017:39)
Halim (2017:230)

Soeratno (20015-2017) Badrudin (2017:97)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Maryati dan Endrawati, Mardiasmo (2016:103)
(X2) (2017)

Halim (2017:145) Suparwati (2017)
Adisasmita (2016:100)

Bahar (2017:156)




Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis
Menurut Sugiyono (2016:39) Hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka

hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh pada anggaran pendapatan

belanja daerah ()

H2: Dana Alokasi Khusus (X1) berpengaruh pada anggaran pendapatan

belanja daerah (Y)



